ANTAN %EA.-RAT :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR </ TAHUN 2021
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 291*7 _
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS}’. o
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN '_BARA‘T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur NOI’IlOi‘ 58
Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja - Unit - Rt
Pelaksana Teknis Teknologi Informa31 d:.«m Komumkasz AR R
Pendidikan Provinsi kahmantan Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 1 ayat (2) huruf e’ s St
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017~ = =
tentang Pedoman Pembentukan dan Eﬂaszflkas:l Cabang .~
Dinas dan - Unit Pelaksana Teknis  Daerah, kriteria
pembentukan UPTD melzputz tersedianya . Jabat,an';_
Fungsional Teknis sesuai dengari tugas daﬂ fungsz UPTD' AR
vang bersangkutan; . _ o S

c. bahwa dalam rangka efisiensi 'e:ié'r;t 8 efekﬁvﬁa& SRS R
pelaksanaan Teknologi Informasi = dan  Komunikasi . © - -
Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dlpaﬂdaug perlu
melakukan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis = |
Teknologi Informasi dan Komunﬂ{am Perzdzdlkan RS REE LS P
Provinsi Kalimantan Barat; : R

d. bahwa  berdasarkan pemmbanean sebagalmana'ﬂ-”
dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢, maka Unit -
Pelaksana Teknis Teknoiogl Informasi daﬁ Kamunzkasz PR Lo
Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat’ ‘yang teiah:_-'.'_:f-ﬁ
dibentuk berdasarkan Peraturan Gubﬁ-mur Nomor 58-}'_5 BN
Tahun 2017, perlu dicabut; ' '

e. bahwa  berdasarkan perumbaﬂgan sebagmmana' B Paii LR
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, = - i
maka perlu menetapkan Peratura;:} Gubernur teutangf.._f-f_'@ e
Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 .- .
tentang Pembentukan, Susunan Orgamsam, Tugas dan’ SRR
Fungsi serta Tata Ker_;a Unit Pelaksana Teknis Teknologi -
infoxmas& dan Komunikasi Pendzdﬂ{an Prmnnm R I o
Kalimantan Barat; - :

KARD PERANGHEAT BABRAN

‘ ! ASIETRN T | & SUNDA
HURUM PEMRAKARDA .

el

¥ o




Mengingat

Pagal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk |
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lewibaran Negara - -
. Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah -

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan . Pemefmtah-

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah .

(Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik.
Indonesia Nomor 6402), '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20’17'-'_ i
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Sl

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Négéﬁ'é _dan B
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Jabatan Fungsional Pengembang . Teknologi
Pembelajaran (Berita Negara Republik Indenesza Tahun '
2017 Nomor 1451});

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega'ra'_daﬁ REIE

Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun- 2020 tentang

Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara L

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);

HARG PERANGHAT DAERAH
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Menetapkan

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembenmkan Susunan'j.' e

10.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapakali ‘dan ter akhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran -
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentaﬁg :
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas ‘dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Barat (Beﬁta Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor - 80
Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas - Peraturan -
Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Ker;a; .

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantain I_
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun R

2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN ~ GUBERNUR  TENTANG  PENCABUTAN'
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN . 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS -
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN RS B
PROVINSI KALIMANTAN BARAT. SR

Pasal 1

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teimologi

Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat - .(Berljtaj'_’ :
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 58}, dicabut dan.

dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut : R
1. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana ;Tel_{nisf ) Tekridl_bgi

Informasi

dilaksanakan

dan  Komunikasi Pendidikan Provinsi - Kalimantan - Barat i Ee
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan - =

Pendidikan dan Kebudayaan;

HARG PERANGKAT DAERAR
HUTHLUN FEM i:amza_&a
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2. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan

3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembiayaan, peralatan dan
dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pendidikan dan Kebudayaai.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P@raturan'

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan diPontianak R
pada tanggal 27 . jzxm o Hay

/GUBERNUR KALIMANTAN BARAT ﬁ s

#SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4t \ier Tdn Ey

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 55,{% Ry




